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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik 
ganda (overlapping) di Kabupaten Sleman adalah dengan menerima pengaduan dari 
pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor 
Pertanahan, setelah permohonan tersebut di terima oleh pihak Kantor Pertanahan  
maka Kantor Pertanahan akan melihat atau mengecek data yang ada terkait yang 
disengketakan bila perlu Kantor Pertanahan ke lapangan untuk melihat langsung 
obyek tersebut, setelah ke lapangan biasanya akan diketahui juga bahwa tanahnya itu 
benar kalau tumpang tindih lalu pihak Kantor Pertanahan memanggil para pihak untk 
mengahadap, para pihak akan diberikan gambaran berupa obyek yang disengketakan 
dan Kantor Pertanahan memberikan saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. 
Kantor Pertanahan akan menjelaskan untung rugi dalam penyelesaian sengeketa 
secara mediasi semua keputusan di kembalikan kepada para pihak melalui 
kesepakatan para pihak karena Kantor Pertanahan hanya sebagai fasilitator dalam 
penyelesaian tidak dapat memutuskan sepihak, keputusan diambil melalui 
kesepakatan para pihak namun apabila secara mediasi gagal maka silahkan sengeketa 
para pihak diselesaikan lewat jalur hukum melalui lembaga peradilan. 
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2. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam 
penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik ganda (overlapping) di Kabupaten Sleman. 
Kantor Pertanahan dalam memberikan kepastian hukum masih diambang-ambang 
dikarenakan sengketa overlapping (tumpang tindih) hanya mempunyai kepastian 
hukum dari Kantor Pertanahan kalau mediasi nya berhasil, karena dengan berhasilnya 
mediasi akan memberikan suatu putusan yang mempunyai kepastian hukum terhadap 
sertipikat ganda (overlapping) yang akan ada pembatalan sertipikat tanah yang 
disengketakan sebab diatas satu bidang tanah hanya ada satu tanda bukti hak. 
Sedangkan kepastian hukum dalam penyelesaian sertipikat ganda (overlapping) 
melalui lembaga peradilan sudah pasti akan memperoleh kepastian hukum tetap 
melalui putusan hakim yang inkrah. 
B. Saran  
 Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Saran yang penulis berikan dalam penyelesaian sengeta sertipikat ganda yaitu peta 
pendaftaran yang merupakan basis data yang dimiliki Kantor Pertanahan sebaiknya 
pelaksanaan nya dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan tidak 
muncul lagi sertipikat ganda, bila terjadi dapat diketahui dari peta pendaftaran yang 
dimiliki Kantor Pertanahan, Kepada petugas Kantor Pertanahan hendaknya lebih teliti 
dalam melakukan pengukuran batas tanah dan apabila batas tanah tidak ada 
hendaknya diteliti dengan sebaik mungkin dengan mencari tahu terlebih dahulu 
melalui tetangga sekitar mengenai letak batas tanah yang benar tanpa tertipu dengan 
keterangan yang diberikan oleh pemilik tanah yang mempunyai itikad tidak baik 
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menujukkan batas tanah yang salah sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) , 
Kantor Pertanahan perlu membuat blanko sertipikat yang tidak dapat dipalsukan, 
melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pencurian blanko sertipikat baik 
oleh oknum  Kantor Pertanahan atau pihak luar serta meningkatkan kedisiplinan 
aparat Kantor Pertanahan. 
2. Saran penulis untuk semua masyarakat di Indonesia pada umunya dan kepada 
masyarakat Kabupaten Sleman pada khusunya agar melakukan pendaftaran hak milik 
atas tanah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang 
hak milik atas tanah tersebut serta menjamin tertib hukum di Indonesia. Masyarakat 
yang mendapati adanya sertipikat hak milik atas tanah ganda (overlapping), juga 
diwajibkan untuk segera melaporkan kasus tersebut ke Kantor Pertanahan yang 
berada di wilayah hukum dimana tanah dengan sertipikat hak milik ganda 
(overlapping) tersebut berada. Laporan yang diterima oleh Kantor Pertanahan akan 
ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapakan oleh peraturan 
perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. 
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(1) Bahwa denganadanya: Pf!,rjanjian.perdamaian (dading) ini serta.pelaksanaan
~k~ni~n' vonn.O.".~ei .~AhQn:Qin1,~na t.crc:.ahl rio Pt:u:~oj .? ni ,~t~. ·m·Qk=· Qem,,''U,A.t'~",t t lJUQ¥tU.l)"''''''t''''' t~~"""" YV~ =, ,'Ii "' 1lIojJ"" "" t '--~. .. Wi" ....." 1110,... """"'. .....
_,,,_._.'~_: ...... _._,l...,...,....""'_.,,,,_ ._..~....,_..-.DlUAV I ....~~..-.._n.IU.A.V "'fh.~~~"~"· .-'.~.""'-'#lIJ1'"VCl~110"IOltf~"f·tgt\CI.Q CI"\QI'Q t.t '!"'I".'\Avl·'~Q'1 t· t·••~'" ......,"'·f'\.Q:....'. \iII""tVQ1'"
.peneatatan .gendl' bidang tanah ·int·' tetah· berakhir'berikutdengan .ileg8ta akibat·
IlUkum ·... ;8 ain PIHAP{ lie . f1IMK II tldak IkDn mengaJUkan gugatan I tuntutan
be·.a· !TtJ!upun. perdatadi. kemudia·n· hari_.
.t""~ ,....., ..• : ••• II., ~..."L~... .__ ......L.:....._ .... _:,.,,~ ..~' .·.n.,... -,., ,.' .J"'l!a. •••• ,A. '.,J ...... ~,_ .._ J*t'.... tA'" I·.
\~I.nwa. fJE'f:"JanJlan I",'I aKarl DeIClt\l',lI' tI'tJl:Iuna,,' '.'te:l'OU~:-'I'.I(jti~I·'$J· r'I~I"\" JUeltl' "'1'nt-\~ '~ __ :I1,,"lJIl,;.,', ,.
teJah. menerima secaralunas seluruh ,kompensaSt hastf penJualan bersama da~'~
lWcfi:lng tanah yang ber$eriilkafgandatei$iiiil Ii itiS. / .-.-J
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OemikianJah Su;ratPemvataan PerianiianPerdamaian:in,j dibuat denaan sebenar-
~. . 'JIt-". "~'" .,-.' .. , :" :,' ;.:', .. :.: -, ,,' .. : ": ...
benamya, dan ditandatangani pada .harid.~tetsebut diatas, dan masing-
rna,sing pihak mendapatkan 1 (satu>,~~~:,;">'M~:k~kuatan hukumnya.
PIHAK I
Ahli Wans Z8inal Djumari
HZlcIni Muhtari
